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PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MENYENANGKAN
Oleh : Aini Mahabbati*)

Pendahuluan

Pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang menerima berbagai
karakter dan latar belakang peserta didik untuk belajar bersama dalam satu iklim
pembelajaran. Wacana mengenai pendidikan inklusif mulai dikenal di Indonesia
setelah Indonesia ikut menandatangani perjanjian Salamanca tahun 1994 dan
mulai berkembang di awal tahun 2000-an. Sekarang ini operasional pendidikan
inklusif semakin pesat dengan payung Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI
Nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif yang memuat dengan lengkap
rambu-rambu mengenai pendidikan inklusif mulai dari perencanaan hingga
pelaksanaan. Wacana dan pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia juga
semakin kuat setelah Indonesia ikut menandatangani ratifikasi internasional hak-
hak penyandang cacat pada tahun 2011.

Secara sempit, pendidikan inklusif sering dihubungkan dengan
pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Namun sebenarnya, Pendidikan
inklusi lahir atas prinsip bahwa layanan sekolah seharusnya diperuntukkan untuk
semua siswa, baik siswa dengan kondisi kebutuhan khusus, perbedaan sosial,
emosional, kultural, maupun bahasa (Florian, 2008). Departemen Education
Tasmania Australia merumuskan pengertian pendidikan inklusif sebagai
pendidikan yang menerima siswa yang berbeda sebagai bagian utuh dari
sekolah dan merasa memiliki sekolah, diberi jaminan untuk akses, berpartisipasi,
dan meraih prestasi pada seluruh bagian dari pendidikan yang dijalaninya
(Kaayenoord, 2007).

Berbagai karakter siswa yang berbeda dalam kelas inklusi ditanggapi
dengan berbagai penyesuaian pembelajaran mulai dari perencanaan, isi,
metode, media, sistem evaluasi, dan standar capaian siswa. Jadi pendidikan
inklusif merupakan proses pendidikan yang dikelola oleh sekolah dengan kendali
dari pemangku kebijakan terkait yang melibatkan lingkungan masyarakat,

budaya, dan politik setempat untuk menerima seluruh karakter anak untuk diberi
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pembelajaran dan pelatihan dengan sistem, strategi dan dukungan yang sesuai
bagi mereka (Lloyd, 2007).

Namun demikan, dalam pelaksanaannya, tantangan bagi pendidikan
inklusif masih sangat besar. Mulai dari persoalan geografis dan infrastruktur
nasional, teknis penyelenggaraan pendidikan, sampai pada keragaman peserta
didik belum bisa dijawab dengan baik. Contoh kongkritnya adalah masih adanya
sekolah yang secara resmi ditunjuk pemerintah sebagai penyelenggara
pendidikan inklusif yang belum mampu memberikan layanan pendidikan pada
siswa berkebutuhan khusus di kelas secara optimal baik dari sisi pembelajaran
hingga aksesibilitas sarana prasarana. Padahal sifat akomodatif yang terdapat
dalam pendidikan inklusif seharusnya menjadi kemaslahatan bagi seluruh

peserta didik dan stake holder pendidikan lainnya.

Pendidikan Inklusif yang Menyenangkan

Menurut Johnsen & Skjgrten (2001), keadaan khusus siswa baik
permanen maupun tidak permanen yang disebabkan karena kondisi kebutuhan
khusus seperti kecacatan akan mempengaruhi pembelajaran. Namun lebih dari
itu, terdapat faktor-faktor lain yang lebih penting dalam pembelajaran dan
pendidikan yakni lingkungan yang responsif dan memberi stimulasi optimal, guru
yang memahami keragaman peserta didik, isi dan metode pendidikan yang
sesuai dengan karakter siswa, dan situasi sosial, ekonomi, dan politik yang
supportif terhadap pendidikan. Selain itu, di luar kebutuhan khususnya, anak juga
memiliki potensi yang akan mendukung proses pembelajaran yakni rasa ingin
tahu, motivasi, inisiatif, kompetensi sosial, kreatifitas, temperamen, dorongan dan
gaya belajar, dan kemampuan. Semua potensi eksternal dan internal tersebut
apabila diarahkan akan mampu mengalahkan hambatan belajar yang
dikarenakan kondisi atau kebutuhan khusus anak.

Implikasinya adalah, harus ada pendidikan yang siap mengubah dan
menyesuaikan seluruh komponen pembelajaran untuk mendukung setiap
perbedaan kondisi siswa, baik sistemnya, aktivitas pembelajarannya, dan
lingkungan pendukungnya (Johnsen & Skjgrten, 2001). Dalam hal ini, kebutuhan
tersebut dijawab oleh sistem pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif secara
konseptual maupun operasional merupakan sistem pendidikan yang akomodatif

terhadap semua komponen pendidikan, mulai dari siswa, guru, media dan
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sumber belajar, metode, dan sarana prasarana. Farrell (2005) menyatakan
karakter akomodatif pendidikan inklusif mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1) Sifat pendidikan inklusif yang tidak memilih siswa yang homogen semata,
melainkan mau merekrut semua karakteristik semua siswa dan tidak
mengenal istilah mengeluarkan siswa dari sekolah.

2) Pendidikan inklusif menghindari semua aspek negatif labeling. Pemberian
label pada sistem pendidikan inklusif hanya untuk kepentingan administratif
dan Klasifikasi semata, bukan untuk kepentingan pemberian layanan.
Bahkan, melalui pendidikan inklusif label yang tidak merugikan bagi
beberapa siswa dihindari dan dirubah dalam pengertian yang lebih positif.

3) Pendidikan inklusif selalu melakukan checks and balances. Maksudnya
adalah, semua unsur stake holders pendidikan, mulai dari siswa, guru,
orangtua siswa, masyarakat, ahli yang terkait (seperti ortopedagog, psikolog,
dokter), serta pemangku kebijakan bersama-sama terlibat dalam mendorong
dan mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif tidak
akan optimal apabila tidak menyertakan mereka dalam satu sistem yang rapi
dan terorganisasi dengan baik.

Adapun dalam tataran operasional, menurut Karten (2008), pendidikan
inklusif mencakup beberapa karakter komponen pembelajaran, yakni: 1) siswa
(berkebutuhan khusus) yang melakukan pembelajaran sesuai dengan program
pendidikan individual yang sesuai dengan kelebihan, kompetensi, dan potensi
khusus masing-masing dari mereka yang diejawahtahkan dalam kurikulum; 2)
guru yang bertugas mengajar dengan prinsip kolaborasi baik dengan sesama
guru, siswa, sekolah, ahli lain, orangtua siswa, dan masyarakat dalam upaya
untuk memahami kebutuhan siswa yang berbeda dan menerapkan pembelajaran
yang efektif; 3) administrasi sekolah yang mendukung seluruh staf sekolah untuk
dapat menerapkan program pendidikan inklusif, mulai dari perencanaan
pembelajaran, pengelolaan, dan sistem evaluasi dan manajemennya; 4)
komunikasi dan kerjasama dengan orangtua siswa untuk mengupayakan
lingkungan yang kondusif bagi perkembangan pembelajaran; dan 5) dukungan
dan upaya untuk membiasakan iklim kelas dan sekolah yang kondusif serta
sikap-sikap seluruh komponen sekolah dalam menerima perbedaan dengan

positif.
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Sifat pendidikan inklusif yang terbuka, akomodatif, komunikatif, dan
fleksibel membawa iklim kultural yang positif bagi perkembangan kepribadian
setiap anggota sekolah. Vaidya & Zaslavsky (2000) menyatakan bahwa
penerapan pendidikan inklusif yang baik akan meningkatkan kemampuan
personal seluruh siswa berupa pemahaman akan keberagaman dan kepedulian
kepada sesama. Selain itu, akan tumbuh juga kompetensi sosial berupa
kehangatan dan kemampuan menjalin persahabatan dan kerjasama pada diri
siswa, dan meningkatkan bobot kegiatan yang berbasis aksesibilitas untuk
seluruh siswa, serta menurunkan kecemasan akan situasi yang kompleks dan
penuh tantangan (Katz & Mirenda, 2002). Macarthur (2009) menyebut bahwa
pendidikan inklusif akan membuka kesempatan untuk berkembangnya
komunikasi dan perasaan penerimaan terhadap sesama, hingga kemudian
menumbuhkan sikap toleransi yang tinggi. Semua itu dibutuhkan untuk
menghadapi modernitas dan masyarakat yang dewasa ini semakin majemuk
adanya. Sebuah penelitian bahkan menyatakan bahwa penerimaan berbagai
karakter siswa dalam satu kelas inklusi dapat mengurangi kuantitas
pembelajaran, namun ternyata tidak merubah konten pengetahuan siswa
(Hussey, Fleck, & Warner, 2010 ).

Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila pendidikan inklusif yang
dipraktikkan dengan benar akan membuat pendidikan menjadi dunia yang
menyenangkan untuk seluruh siswa. Anak-anak tidak akan merasa kuatir untuk
menjadi berbeda, dan tidak sempat mengembangkan perasaan takut dan terkucil
yang dapat menjadi bibit sikap memusuhi. Lebih dari itu, anak-anak akan merasa
bangga untuk menerima temannya yang berbeda, memupuk konsep diri yang
positif sekaligus jiwa toleransi yang tinggi, serta mampu bekerjasama dan

mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Berbagai Dukungan

Pendidikan inklusif bertujuan menciptakan kerjasama bukannya
persaingan (Johnsen & Skjgrten. 2001). Konsekuensi dari hal-hal tersebut di atas
harus membawa perubahan penting di sekolah. Hal pertama dan utama lebih

banyak penekanan pada perkembangan kesadaran sosial termasuk interaksi dan
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komunikasi yang lebih baik dengan dan diantara selurun komponen sekolah dan
masyarakat pendukung.

Peran pemangku kebijakan sangat penting dalam partisipasi dan
akomodasi pendidikan inklusif . Tugasnya, mengambil inisiatif dan kebijakan
dalam asesmen kebutuhan di sekolah inklusi, mengusahakan kelayakan
pendidikan inklusif, dan secara kontinu mengevalusi akuntabilitas sekolah
penyelenggara (Thurlow, Lazarus, Thompson, Morse, 2005).

Adapun peran sekolah dan guru sebagai penyelenggara pendidikan
inklusif selain mempersiapkan diri secara paradigmatis dan teknis. Kritis terhadap
kurikulum yang mengandung bias bagi keberagaman, meningkatkan kemampuan
mengajar, melaksanakan manajemen dan evaluasi terbuka dan komunikatif terhadap
capaian sekolah, dan secara menjadi promotor dalam upaya kolaborasi dengan
orangtua dan masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai dan praktik inklusi (Prior,
2007).

Orangtua siswa berkebutuhan khusus, orangtua siswa lainnya, dan
masyarakat sangat penting bagi pelaksanaan pendidikan inklusif yang
komprehensif. Interaksi sosial dan partisipasi aktif mereka dibutuhkan untuk
menegakkan aksesibilitas lingkungan bagi anak berkebutuhan khusus baik dalam
tataran advokasi dan praktek dengan memanfaatkan segala sumber dan media
komunikasi (Jaeger & Xie, 2008).

Tidak kalah penting adalah teman anak berkebutuhan khusus. Di i
lingkungan sebayanya, interaksi antara anak berkebutuhan khusus dan
temannya adalah kerjasama bukannya persaingan (Johnsen & Skjgrten, 2001).
Implikasinya, mereka perlu mengembangkan kesadaran sosial sebagai modal

bagi penerimaan keberagaman.

Model Pendidikan (Inklusif) yang Menyenangkan Di Australia

Pada era 1980-1990-an, pemerintah Australia memberi pengertian
pendidikan inklusif sebagai pendidikan yang menerima anak dengan kebutuhan
khusus di sekolah atau kelas reguler (Elkins, dalam Kraayenoord, 2007). Namun
sekarang ini, pengertian pendidikan inklusif di Australia berkembang menjadi
pendidikan yang disediakan untuk siswa dengan berbagai tingkat kebutuhan
khusus, latar belakang sosial-ekonomi, dan aspirasi dalam seting sekolah reguler

(Kraayenoord dkk, dalam Kraayenoord, 2007). Searah dengan pengertian itu,
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sekolah-sekolah di Australia menyiapkan diri untuk menjadi inklusif dan responsif
dengan mengubah kebijakan, praktik pengelolaan, dan latar budaya sekolah. Di
Negara Bagian New South Wales Australia, pemerintah menyediakan
kesempatan luas kepada seluruh anak untuk mendapatkan pendidikan yang
murah, mudah, dan berkualitas. Sekolah negeri maupun swasta menerima siswa
dari berbagai suku bangsa, agama, anak dari suku terpencil (Aborigin), tingkat
sosial-ekonomi, dan anak berkebutuhan khusus.

Konsekuensinya adalah, sekolah memiliki program yang mendukung
kehidupan bersama dengan karagaman. Istilahnya adalah Diversity for Diversity
(D4D), yakni 1) menggunakan diversity index untuk mengindentifikasi kebutuhan
belajar setiap siswa; 2) membangun sistem sekolah dan pembelajaran yang
mendukung keragaman siswa; dan 3) proses pemaknaan dan implementasi dari
dasar filosofis, keterampilan pendukung, pengalaman keseharian, kepribadian
dari seluruh komponen sekolah untuk memberi dukungan terhadap keberagaman
dan kebutuhan siswa (Kraayenoord, 2007).

Beberapa program sekolah yang menggambarkan mengenai penerimaan
sekolah terhadap kondisi keberagaman siswa diantaranya adalah

1. Penerimaan siswa dari berbagai latar belakang budaya, termasuk dari suku
terpencil. Sekolah memiliki kurikulum yang isinya mengenalkan
kebudayaan dan kesenian aborigin kepada semua siswa. Keragaman
agama dan nasionality siswa juga dihargai dengan dibolehkannya siswa
untuk tidak masuk kelas saat merayakan hariraya keagamaan, meskipun
tidak termasuk hari libur nasional.

2. Bagi siswa yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris, sekolah
memfasilitasi melalui kurikulum English as a Second Language English
(ESL) untuk mereka dengan guru khusus, dengan metode klasikal,
kelompok kecil, maupun individual. Keragaman juga tampak dari aktivitas
kesenian dan hasil karya seni yang ditampilkan di seluruh area sekolah,
dan sebagainya.

3. Adanya The Learning Support Team di sekolah untuk anak yang memiliki
hambatan belajar karena gangguan kesulitan belajar atau kebutuhan
khusus lainnya. The Learning Support Team di sekolah mendampingi guru
kelas dalam melakukan identifikasi dan asesmen hambatan belajar dan

penyebabnya, menyusun program, memonitor, dan mengevaluasi.
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Sistem penerimaan siswa baru dilakukan secara terpusat melalui web-site
resmi pemerintah (Department of Education and Training). Pendaftar akan
diarahkan pada sekolah yang berada di lokasi tempat tinggalnya. Mendaftar di
sekolah yang berada di luar wilayah tempat tinggal diperbolehkan dengan
pertimbangan dari tim atau ahli terkait berdasarkan kebijakan pemerintah
mengenai kriteria khusus anak yang membutuhkan fasilitas khusus atau
akomodasi kelas yang dimiliki sekolah tertentu. Pemerintah menyediakan web-
site khusus yang menyediakan informasi lengkap mengenai kriteria sekolah,
termasuk bagi sekolah yang menerima anak berkebutuhan khusus tertentu.

Apabila akan mendaftarkan anak berkebutuhan khusus ke sekolah,
orangtua bisa berkonsultasi pada kepala sekolah yang dituju. Berdasarkan
konsultasi tersebut, kepala sekolah bersama the School Support Team akan
memberi saran pada orangtua mengenai penempatan anak apakah di kelas
reguler dengan pendukung tambahan atau di kelas khusus baik di sekolah
reguler atau harus ditempatkan di SLB.

Terdapat tiga sistem pendaftaran anak berkebutuhan khusus secara
regional yakni: 1) penerimaan di kelas reguler dilakukan melalui sistem
penerimaan siswa baru dengan prosedur yang standar; 2) sekolah umum dengan
kelas khusus atau kelas pendukung, pendaftarannya melalui prosedur
penempatan regional dengan rujukan tim ahli terkait; 3) sekolah khusus atau
SLB, penempatan siswa melalui prosedur penempatan regional dengan rujukan
tim ahli terkait. Proses asesmen dan keputusan penempatan anak tersebut
melibatkan peran aktif orangtua. Kemudian setelah anak masuk di sekolah,
orangtua tetap dilibatkan untuk meninjau kemajuan pembelajaran anak dan
kebutuhannya di setiap jenjang kelas.

Terkait dengan asesmen penempatan anak berkebutuhan khusus di kelas
khusus atau di sekolah khusus, setiap sekolah negeri memiliki program sebagai
berikut:

1. The Learning Assistance Program, yang memberikan seluruh layanan yang
dibutuhkan oleh siswa di kelas reguler yang mengalami kesulitan dalam
pembelajaran baik karena gangguan kesulitan belajar, tunagrahita ringan,

atau gangguan bahasa.
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2. The Integration Funding Support Program, yakni program pendukung untuk
anak berkebutuhan khusus yang diterima di kelas reguler penuh.

3. ltinerant support teachers, yang menyediakan dukungan untuk siswa yang
mengalami gangguan penderangan dan atau penglihatan, atau gangguan
perilaku. Layanan dukungan itu juga diperuntukkan bagi guru mereka.

4. Outreach teacher programs, memberi dukungan tingkat menengah dan
tinggi bagi siswa yang mengalami kebutuhan khusus berat, termasuk
autisme, gangguan emosional. Dukungan ini juga diperuntukkan untuk guru
mereka.

Selama siswa berkebutuhan khusus menjalani masa belajar, the School
Learning Team akan melakukan identifikasi dan asesmen mengenai kondisi
kebutuhan khusus dan kesulitan belajar yang dialami siswa secara berkala.
Identifikasi dan asesmen dilakukan secara berkala sesuai dengan tahapan
perkembangan anak. Kriteria kebutuhan khusus telah ditetapkan oleh pemerintah
dan dimuat dalam situs resmi.

Terdapat program supportif sekolah untuk anak berkebutuhan khusus
yakni: The Learning Assistance Program yang membantu siswa yang mengalami
kesulitan belajar di kelas reguler, berdasarkan penyebab kesulitan belajar yang
dialami siswa. Program ini biasanya untuk siswa dengan gangguan kesulitan
belajar, tunagrahita ringan, dan gangguan bahasa. Program serupa adalah
Support Teacher Learning Assistance (STLA) yang bertujuan meningkatkan hasil
belajar terutama bagi siswa yang mengalami gangguan kesulitan belajar. Tim
STLA terdiri dari kepala sekolah, guru kelas, dan guru konselor, serta melibatkan
peran orangtua. Tim STLA yang merupakan bagian dari the School Learning
Support Team bertugas untuk : a) melakukan identifikasi dan asesmen kesulitan
belajar yang dialami siswa; b) membuat perencanaan, menerapkan, memonitor,
dan mengevaluasi program khusus untuk siswa; ¢) meningkatkan kemampuan
guru untuk mengajar anak dengan berbagai tingkatan kesulitan belajar dengan
berbagai program pelatihan dan pengembangan untuk guru.

Selain fokus akademik, sekolah juga memiliki sejumlah program yang
menunjang kemampuan pendukung akademik. Berbagai program tersebut
adalah:

1. Program antibullying untuk siswa dan seluruh staff sekolah. Program ini

bertujuan untuk membebaskan lingkungan sekolah dari pengrusakan,
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intimidasi, kekerasan, dan diskriminasi. Program diperuntukkan untuk
seluruh anggota sekolah ebrupa modeling dan menampilkan perilaku yang
sesuai dan hubungan yang penuh tanggungjawab.

2. Program untuk siswa yang mengalami gangguan perilaku, yang terdiri dari
program latihan resolusi konflik, mentoring perilaku, pendidikan nilai,
konseling, dan program ‘bicara dengan orangtua’. Program ini melibatkan
guru konselor, guru pendukung perilaku, bagian urusan hubungan orantua-
sekolah, bagian kesejahteraan siswa, dan konsultan program untuk anak
berkebutuhan khusus. Apabila gangguan perilaku siswa tidak membaik,
maka siswa akan dirujuk di sekolah khusus yang menyediakan program
intensif untuk perbaikan perilaku.

3. Program leadership untuk siswa, merupakan program yang melatihkan
kepemimpinan pada siswa melalui beberapa kegiatan Program leadership
memberi kesempatan pada siswa untuk memiliki kemampuan dalam ‘3C’.
‘C’ pertama adalah mengontrol (control) aktivitas pembelajarannya
(mengetahui tujuan, materi, dan cara belajar). ‘C’ kedua adalah merasakan
kompetensi (competence), yakni mampu untuk menjalani kehidupan belajar
yang berkualitas, dapat memecahkan masalah. ‘C’ ketiga adalah mampu
menghasilkan karya, serta merasakan keterhubungan (connected) dengan
sesama Yyakni dapat melakukan pembelajaran kooperatif dan kolaboratif,
saling mendukung bersama teman, dan saling menghormati.

4. Program kesehatan, kerjasama antara sekolah dengan departemen
kesehatan yang diperuntukkan untuk seluruh anggota sekolah. Program
kesehatan dilakukan melalui beberapa cara yakni: a) kurikulum
pengembangan diri, dan pendidikan kesehatan dan olahraga untuk siswa
kelas 6, kelas 7-10, serta kelas 11-12; b) mengadakan kegiatan sekolah
mengenai promosi kesehatan dan keselamatan; ¢) membantu siswa yang
memiliki kasus kesehatan; d) memberikan pertolongan pertama dan
penanganan kesehatan primer untuk siswa yang sakit atau mengalami
kecelakaan di sekolah.

5. Program kesejahteraan siswa yang meliputi banyak program, diantaranya
adalah asuransi kecelakaan untuk siswa, perlindungan terhadap kesamaan
hak dan kesempatan seluruh siswa oleh pemerintah, perlindungan

terhadap anak di luar rumah, program peer mediation yang memberi
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pelatihan pada siswa pamong untuk resolusi konflik yang biasa terjadi di
sekolah, dan sebagainya.

Penutup

Prinsip dan pelaksanaan pendidikan inklusif yang ideal sangat sesuai
dengan ketentuan bahwa pendidikan adalah hak setiap anak. Oleh karena itu,
upaya untuk mengembangkan praktik pendidikan inklusif harus selalu diperbaiki
dan dikembangkan. Pengelolaan pendidikan inklusif di Australia dapat menjadi
gambaran bahwa pendidikan inklusif adalah pendidikan yang tepat dan
menyenangkan bagi semua anak, bahkan bagi seluruh masyarakat. Hal ini
karena, dalam sistem penyelenggaraannya, pendidikan inklusif didahului oleh
prosedur asesmen yang tepat, dilaksanakan dengan berbagai dukungan yang
membantu proses belajar anak, serta dimonitor dan dievaluasi secara benar dan
berkala. Selain itu, berbagai hak kesejahteraan anak juga dijamin dalam

keseluruhan proses pendidikan.
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